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Abstrak  

Penulisan Hukum ini berjudul Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian 

Uang Dari Aliran Narkotika. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk 

mengetahui dan mengkaji Peran Penyidik Badan Narkotika Provinsi Kalimantan 

Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran 

Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang 

berfokus pada fenomena hukum empiris berdasarkan fakta-fakta sosial dalam 

masyarakat. 

Hasil penelitian yang didapatkan adalah berdasarkan hasil wawancara serta 

didukung oleh data dan studi kepustakaan, peran yang dialami penyidik Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum Tindak 

Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika itu dapat dibedakan menjadi 5 (lima) 

faktor yaitu dari segi perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, 

masyarakat dan kebudayaan.  

Saran yang diberikan adalah, perlunya revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar penegakan 

hukum menjadi optimal, adanya perwakilan PPATK di daerah dalam menunjang 

kepentingan penyidikan TPPU, perlunya fasilitas Ilmu Teknologi yang canggih 

bagi penyidik untuk dapat mengakses langsung database harta kekayaan di Badan 

Pertanahan Nasional serta di Penyedia Jasa Keuangan, serta sosialisasi kepada 

masyarakat umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran 

Narkotika.  

Kata kunci: Peran, Penyidik, Penegakan Hukum, Pencucian Uang, 

Narkotika. 
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Abstract  

This Legal issue is entitled “Investigators of the National Narcotics Agency 

of West Kalimantan Province role in Law Enforcement Of money laundering 

Crimes through Narcotics Flows. The purpose of this Legal issue is to discover and 

examine the Investigators of the West Kalimantan Provincial Narcotics Agency 

Role in Law Enforcement of Money Laundering Crimes through Narcotics Flows. 

Research type used in this Legal Issue is Legal Empirical research that focuses on 

empirical Legal phenomena based on socials facts in society. 

The results that obtained are based on the results of interviews which 

supported by data and literature studies, the experienced by Investigators of the 

National Narcotics Agency of West Kalimantan Province Role in Law Enforcement 

of the Criminal Act of Money Laundering from Narcotics Flows can be 

distinguished into 5 factors, namely in terms of legislation, law enforcement, 

facilities, society and culture. 

Advice given is need to revise Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics 

And Law Number 8 of 2010 Concerning Prevention and Eradication of money 

laundering crimes so that law enforcement is optimal, the Presence of 

representatives Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center in 

the region to support importance of the TPPU investigation, Relevance for state of 

the art Science and Technology facilities for investigators to be able to directly 

access the wealth database at the National Land Agency and in Financial Service 

Providers, as well as dissemination to the general public regarding the Crime of 

Money Laundering from Narcotics Flows. 

Keyword: Role, Investigators, Law Enforcement, Money Laundering, Narcotics. 
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